WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ©8 TAHUN 2026
TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA YOGYAKARTA,

: a. bahwa perencanaan pembentukan peraturan kepala daerah

disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui
Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman
bagi perangkat daerah dalam penyusunan Peraturan Kepala
Daerah agar selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Perencanaan Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA  TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :  Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 12 damweri 2026

AWALI KOTA YAKARTA,

f HASTO WARDOYO %
I

Tembusan:

Yth. 1. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa
Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

NO JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

1. | Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun
2026-2035

2. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

3. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

4. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

5. | Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah

6. | Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data

7. | Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun
2025-2029

8. | Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

9. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemakaman

10. | Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun
2026-2046

11. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
8 Tahun 2025 tentang Rumah Susun

12. | Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

13. | Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia
Miskin

14. | Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

15. | Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

16. | Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

17. | Pedoman Standar Pelayanan Minimum Pengumpulan Sampah di
Kota Yogyakarta

18. | Pelindungan Masyarakat

19. | Gerakan Panca Tertib




20. | Tata Cara Pengenaéh Sanksi Administratif Penegakan Secara Non
Yustisial

21. | Pemberian Bantuan Kerugian Materiil dan Pengobatan Dampak
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

22. | Pengelolaan Konflik Kepentingan

23. | Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2026-2029

24. | Ketentuan Umum Retribusi Daerah

25. | Ketentuan Umum Pajak Daerah

26. | Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

27. | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

28. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
9 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

29. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kebudayaan

30. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
8 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan

31. | Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kota Yogyakarta

32. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

33. | Desain Olahraga Daerah

34. | Sekolah Tunas Unggul

35. | Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan

36. | Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi

37. | Jaminan Pendidikan Daerah

38. | Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

39. | Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara

40. | Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

41. | Standar Kompetensi Jabatan Administrator

42. | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Baciro

43. | Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan

44. | Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada
Masyarakat yang Terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta

45. | Mempersiapkan Generasi Unggul melalui Program 8000 Hari

Pertama Kehidupan




46.

Perizinan dan Non Perizinan

47.

Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Desain dan Industri
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